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Abstract: The purpose of thisresearchis to investigate the implementation of Dui ‘Panaik in Bugistraditional wedding and to analyze it fromthe perspective
of Islamiclaw inRiak Siabun 1 Village, Sukarajasub-district of Seluma. Thisresearchisafield research that means the data collention was conducted directly
in the field, in order to support this kind of reasearch which also in the form of descriptive qualitative study. Then, the data collecting techniques used are:
observation, documentation, interview. The finding of this study showed that the implementation of Dui ‘Panaik in the Bugis traditional wedding takes place
after the acceptance of the proposal, starting from the review (Mammanu’manu’), proposal appointment (Massuro, Madduta), acceptance of the proposal
(Mappetu ‘Ada),and the passing on of Dui ‘Panaik by preparing the brideprice atthe groom’s house which is covered with a double-stranded white cloth, tied
around the neck of one of the men who still has a close relationship or family status. The result of the study of Dui ‘Panaik in the perspective of Islamic law is
thatin Islamic law only dictates the groom to pay the dowry, itis alsoadvisabletothe bride nottoask forexcessive wedding gift. Islamalso does not regulate nor
prohibittheprovisionsof Dui‘PanaikinBugistraditional marriagebecausethereisnoexplicitproof,butthemostessentialthing isthat giving Du’i’ Panaik does not
oppose with shari’ah, because the determination of Dui ‘Panaik has no element of compul- sionbecauseitisdone by deliberation and has become agood habit
(‘Urf Shahih), whichis acustomthatis maintained by the society,andaslongasitisnotagaintswithagidahandshari’ahthenitispermitted,asintherule
offighiyah.
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Abstrak: Tujuandari penelitianiniadalah untuk mengetahui Pelaksanaan Dui’ Panaik Dalam Pernikahan Adat Bugisdidesa Riak Siabun 1 kecamatan
Sukaraja kabupaten Seluma dan Untuk menganalisis pelaksanaan Dui’ Panaik dalam pernikahan adatBugisdalamperspektifhukumlIslamdidesaRiak Siabun
1kecamatan SukarajakabupatenSeluma. Penelitianinimerupa- kanpenelitianlapangan yaitupengumpulan datasecaralangsungdilapangan untuk mendukung
studi lapangan peneliti yang bersifat deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan Teknik pengamatan (Observation), studi dokumentasi,
wawancara (Interview). Hasil penelitian pelaksanaan Dui’ Panaik dalam pernikahan adat Bugis terjadi setelah penerimaan lamaran berlangsung, dimulai
proses penerimaan lamaran berlangsung, mulai dari penjajakan (Mammanu’manu’), kunjungan lamaran (Massuro, Madduta), penerimaan lamaran (Mappetu’
Ada), dan pemberian Dui’ Panaik, yaitu dengan menyiapkan uang tersebut sebelumnya di rumah mempelai laki-laki yang sudah ditutupi dengan kain putih
dua lapis, yang diikatkan di leher salah satu laki-laki yang masih memeiliki hubungan dekat atau masih berstatus keluarganya. Hasil penelitian Dui’ Panaik
dalamperspektifhukumIslamyaitudalam hukumIslamhanyamewajibkancalonmempelailaki-laki membayar mahar,itupun dianjurkan kepada pihak wanita
agar tidak meminta mahar berlebihan. Dan Islam tidak mengatur dan tidak pula melarang mengenai ketentuan Dui’ Panaik dalam pernikahan adat Bugis
karenatidak adadalil yang menerangkan, tetapi yang terpent- ing pemberian Dui’ Panaik tidak bertentangan dengan syari’at karena penentuan Dui’ Panaik
tidak ada unsur keterpaksaan karenadilakukandenganmusyawarahdansudahmenjadikebiasaanyangbaik (‘Urf Shahih)yaknikebiasaanyangdipelihara oleh
masyarakat, danselamahalinitidak bertentangan denganakidahdansyari’atmakahalitudiperbolehkansebagaimana dalam kaidah fighiyah.

Kata Kunci : Dui’ Panaik, Adat, Hukum Islam

Pendahuluan Begitupula dalam masyarakat Bugis yang may- oritas

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat beragama Islam, dalam hukum adat Bugis te- lah terjadi peraturan
yang tidak lepas dari tradisi yang te- lah dimodifikasi agar adat dalam mengatur masalah pernikahan yang wajib di bayar
sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum oleh pihak laki-laki yaitu Dui’ Panaik, Dui’ Panaik adalah
atau sesudah up- acara perkawinan dilaksanakan. Begitupula sejumlah uang dengan nilai yang cukup tinggi yang diberikan
dalam masyarakat Bugis yang mayoritas beragama Islam, dalam oleh pihak mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang
hukum adat Bugis telah terjadi peraturan adat dalam mengatur akan digunakan untuk keperluan biaya pesta pernikahan

masalah pernikahan yang wajib di bayar oleh pihak laki-laki, pasanganya serta belanja untuk keper- luan pernikahan lainya.?
dimana peran adat disini- lah yang sangat penting, yakni dalam Dimana peranadat disini

proses nego- siasinya peran adat sangat berperan penting dalam

kelancaran pernikahan.* *Afra Daud Salim, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat,

HukumAgama,(Bandung:BulanBintang,1990),h.90
“Christian Pelras, Manusia Bugis, (Jakarta: Nalar, 2006), hal.181
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sangatlah penting, yakni dalam proses negosiasinya peran adat
sangat berperan penting dalam kelancar- an pernikahan. Ketika
dilaksanakan proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak
keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam
menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar se-
jumlah uang yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan.®

Menurut Informan Misna (35tahun), mengatakan bahwa Dui’
Panaik memang kadang menimbulkan batal menikah bagi yang
tidak sanggup memenuhin- ya, walaupun begitu banyak pula
yang tidak gagal menikah walaupun menggunakan Dui’ Panaik,
karena memang Dui’ Panaik juga terdapat dampak positif se- peri
memunculkan motivasi bagi laki-laki Bugis untuk lebih giat
bekerja, kemudianlebihmenghargaiwanita yang dicintainya.

Walaupun demikian dalam pemikiran hukum Is- lam (llmu
Figh) banyak yang menerima berbagai macam praktek adat
untuk dimasukkan kedalam teori hukum Islam selama tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at dan adat digunakan
untukme- melihara kemaslahatan. Mereka melihat prinsip-prin- sip
adat sebagai salah satu sumber hukum skunder, dalam
pengertiannya prinsip-prinsip adat tersebut hanya ketika sumber
primer (Al-Qur’an dan Hadis) tidak memberi jawaban terhadap
permasalahan yang muncul.® Oleh sebab itu sebagaimana
sepengetahuan penulis peraturan adat tersebut pernah terjadi pada
masyarakat suku Bugis di desa Riak Siabun | Keca- matan
Sukaraja Kabupaten Seluma. Jika secara spesi- fik dan mendalam
lagi tidak menutup kemungkinan akan ditemukan beberapa
praktek adat yang terkesan melenceng dari syari’at Islam sehingga
penulisingin meneliti lebih lanjutterkait mengenai Tradisi Dui’ Pa-
naik Dalam Pernikahan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di desa Riak Siabun | Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Seluma). Rumusan Masalah ba- gaimana Pelaksanaan Dui’ Panaik
Dalam Pernikahan Adat Bugis di desa Riak Siabun 1 kecamatan
Sukaraja kabupaten Seluma?, bagaimana Pandangan Hukum
Islam Terhadap Pelaksanaan Dui’ Panaik Dalam Pernikahan
Adat Bugis di desa Riak Siabun 1 keca- matan Sukaraja
kabupaten Seluma?

Metode Penelitian
Jenispenelitianinimerupakanpenelitianlapangan

Tihami dan Sohari Sahrani, Figih Munakahat (Kajian Figih Lengkap), (Jakarta:
Rajawali Pre ss, 2009),h.73

“Wawancara Misna, di desa Riak Siabun 1, pada Tanggal 13 Maret 2018 (Pukul
10:15)

SRatno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indone- sia, (Jakarta:
INIS, 1998), h. 6

yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan dan dibantu
juga dengandata kepustakaan.

Sumber data primer : Sumber data primer dalam pe- nelitian ini
diperoleh melalui wawancara dengan ketua adat, tokoh masyarakat
Bugis, dan yang terlibat dalam pelaksanaan Dui’ Panaik di desa
RiakSiabun1.

Sumber data sekunder: dokumen, catatan, atau buku-buku
yang berkenaan dengan topik pemba- hasan Dui’ Panaik,
pernikahan suku Bugis, buku-bu- ku tentang kaidah-kaidah figih
danlainsebagainya.

Proses Pelaksanaan Dui’ Panaik Dalam Pernika- han

Adat Bugis
TeoriReceptioinComplexuini, dipeloporioleh

Lodewijk Willem Christian Van Den Berg tahun 1845- 1925.°
Teori Receptio in Complexu oleh Lodewijk Willem Christian
Van Den Berg menegaskan “Adat Istiadat dan (Hukum) Adat
Sesuatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari
agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu” (bahwa
hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan
secara bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan
masyarakat tersebut). Inti dari TeoriReceptioinComplexutersebut
menurut Soerojo Wingnjopdipoero, S.H., yaitu “Selama bukan
seba- liknya dapat dibuktikan menurut ajaran ini, hukum
pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga
mengikuti hukum-hukum agama itu den- gan setia”. (bahwa kalau
dalam suatu masyarakat me- meluk agama tertentu, maka hukum
adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang
dipeluknya).” Adapun sebenarnya tujuan dari teori receptio in
complexyaitu:®

1. Membuktikan  hukum agama
bertentangan dengan hukum adat.

2. Hukum agama (islam) harus sejalan dengan kebi- asaan-
kebiasaanyangadadidalammasyarakat.

3. Membuktikan kesalahan para sarjana dalam pe- nelitiannya
bahwa hukum masyarakat mengikuti agama yang dianut dan
setiapagama pasti mem- punyai hukum.

4. Tidak menekankan element agama dalam hukum adat dan
mencampuradukanantaraajaranagama dengan hukumadat.

5. Hukum Islam akan berlaku efektif dikalangan umat islam jika
hukumislam tersebut sejalan dengan hu-

(islam) tidak holeh

®Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum di
Indonesia, Cet; |11, (Jakarta:RajawaliPers,1990),h.239

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepusta- kaan),
(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 30

#Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, (Refika Aditama, Bandung),
h. 78
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kum adat di indonesia. Dengan demikian, hukum yang
berlaku di indonesia tidak didasarkan pada ajaran agama
islamtapilebihpadaadatsetempat.

1. Adat Dalam Hukum Islam Al-‘adah Muhakka-
mah
Al-‘adah Muhakkamah dapat disimpulkan adanya
sesuatu yang sudah dibiasakan dan diakui serta dike- nal orang
banyak dan dilakukan berulang-ulang kali sehingga sudah tidak
ada keraguan dalam melaku- kanya dan Para ulama sepakat
bahwa ‘urf shahih da- pat dijadikan dasar hujjah selama tidak
bertentangan dengan syara’ dan tentu saja ‘urf fasid tidak mereka
jadikansebagai dasar hujjah.®

2. Akulturasi Hukum Adat dan Islam

Proses akulturasi ini sangat penting khususnya di- daerah yang
penduduknya plural (terdiri dari berag- am suku, ras, agama, dan
lain-lainnya) agar tercipta kehidup-anyang harmonis. Oleh karena
itu kemung- kinan adanya akulturasi timbal balik antara Islam dan
budaya local diakui dalam suatu kaedah atau keten- tuan dasar
dalam ilmu Usul Fikih, bahwa Adat itu di- hukumkan atau lebih
lengkapnyaAdatadalahsyariah yang dihukumkan. Ini bermakna
bahwa adat dan kebiasaan suatu masyarakat yaitu budaya
lokalnya, adalah sumber hukum dalam Islam. Islam mengakui
keberadaan adat kebiasaan masyarakat karena adat kebiasaan
merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat tersebut.
Islam dating mengakui dan men- gakaomodir nila-nilai kebudayaan
dan adat-kebiasaan suatu masyarakat yang dianggap baik dan tidak
ber- tentangan denganideologi Islam.°

Pelaksanaan Dui’ Panaik terjadi setelah pen- erimaan
lamaran berlangsung, yang dimulai proses penerimaan lamaran
berlangsung, yang dimulai dari penjajakan (Mammanu’manu’),
kunjungan lamaran (Massuro, Madduta), penerimaan lamaran
(Mappetu” Ada), dan pemberian Dui’ Panaik. Adapun pelaksa-
naan Dui’ Panaik terjadi setelah penerimaan lama- ran
berlangsung, yang dimulai proses penerimaan lamaran
berlangsung, yang dimulai dari penjajakan (Mammanu’manu’),
kunjungan lamaran (Massuro, Madduta), penerimaan lamaran
(Mappetu” Ada), dan pemberian Dui’ Panaik. mahar dan Dui’
Panaik dalam pernikahan adat Bugis adalah suatu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan, karena dalam prakteknya
kedua hal tersebut memiliki posisi yang samadalam

*lmam Musbikin,Qawa’id Al-Fighiyah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Per- sada, 2001),
h.102-103.

hal kewajibandan harus dipenuhi. Akantetapi Dui’ Panaik lebih
mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang
sangat menentukan kelan- caran jalannya proses pernikahan.
Sehingga jumlah dari Dui’ Panaik yang ditentukan oleh pihak
keluarga perempuan biasanya lebih banyak dari pada jumlah
mahar yangdiminta.*

Pelaksanaan Dui’ Panaik Dalam Pernikahan Adat
Bugis Perspektif Hukum Islam

PemberianDui’ Panaikwalaupuntidaktercantum
dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan den- gan syari’at
dantidak merusak akidah, karenasalah satu fungsi dari pemberian
Dui’ Panaik adalah seba- gai hadiah bagi mempelai wanita untuk
bekal kehidu- pannyakelak dalam menghadapi bahterarumah, dan
inimerupakanmaslahatbaikbagi pihak mempelai laki-laki dan
mempelai wanita. Dui” Panaik dalam pernikahan adat Bugis
lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang
sangat menen- tukan kelancaran jalannya proses yang disebut den-
gan Al-‘adah Muhakkamah dari segi keabsahannya yaitu alurf
al-shahih (kebiasaanyangdianggapsah) atauseringdisebutdengan
‘urf shahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan
sebagai pertim- bangan hukum perkawinan.*?

Selama pemberian Dui” Panaik tidak memper- sulit
terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan
dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan
sampai ada unsur keterpak- saan memberikan Dui’ Panaik.
Fenomena pemberian Dui’ Panaik di desa Riak Siabun I ini
dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang
baik (‘urf shahih) yaitu kebiasaan yang dipelihara oleh
masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak
mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu
yang wajib, tidak menggugur- kan cita kemaslahatan, serta tidak
mendorong timbul- nya kemafsadatan dan Kebiasaan dalam
pemberian Dui’ Panaik juga sesuai dengan asas hukum pernika-
han Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan dan
kesepakatan antarapihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai
perempuan dalam penentuan nilai Dui’ Panaik.®

John Morgan, Religion and Culture as Meaning System: A Diaalog between Geertz
and Tillich, The Journal of Relegion , 1977, h. 370.

0bservasi padatanggal 12 April 2018, harikamis, pukul 09.05 WIB

2Hashi Ash-Shiddieqiy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bin- tang, 1993), h.
475

BAbdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Ra- jawali, 1993),
h. 134
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Kesimpulan

1. Pelaksanaan Dui’ Panaik terjadi setelah peneri- maan
lamaran berlangsung, yang dimulai dari penjajakan
(Mammanu'manu’), kunjungan la- maran (Massuro,
Madduta), penerimaan lama- ran (Mappetu’ Ada), dan
pemberian Dui’ Panaik, yaitu dengan menyiapkan uang
tersebut sebel- umnya di rumah mempelai laki-laki yang
sudah ditutupi dengan kain. Kemudian para rombon- gan
nersama-sama menghantarkan Dui’ Panaik tersebut ke rumah
calon mempelai wanita, setelah itu penyerahannya dibuka
dengan kata sambutan dari pihak wanita dan menghitung
uang kembali oleh pihakwanita.

2. Pemberian Dui’ Panaik tidak diatur secara gam- blang
dalam hukum Islam, namun pemberian Dui’ Panaik sudah
merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada
masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan
dengan akidah dan syari’at maka hal ini diperbolehkan.
Fenom- enapemberian Dui’ Panaik di desaRiak Siabun1 ini
dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan
yang baik (‘Urf Shahih) yaitukebi- asaanyang dipelihara
olehmasyarakatdantidak bertentangan dengan hukum Islam,
tidak meng- haramkan sesuatu yang halal, tidak membatal-
kan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita
kemaslahatan, ~serta tidak mendorong timbulnya
kemafsadatan. Karena pemberian Dui’ Panaik tersebut
juga sesuai dengan asas hukum pernika- han Islam karena
didalamnya terdapat asas ker- elaan dan kesepakatan antara
pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan
dalam penentuan nilai Dui’ Panaik, di luar dari adanya
beberapadampaknegatifyangditimbulkan.
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